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BUPATIWAKATOBI'

'. a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Paeal 19 lyat (1)

Peraturan M".tliil;;-r'i"q9'i. uomor 29 Tahun 2006 tcntrng

pedom an p*itllti,rl-'orn "rur"r*ism e eenyuaunan Psrrturln

Desa' t"r"'FE'"iu'ln-o"i"' per-aturan tcepata Dcra drn

Keputusan r"l"rJ'iiil" n"'u! dffiil;"*ia benar toull

dengan raioanixiila-n'itoru* dan teknik penyusunannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud drlrm

huruf a, pJf,u 
''rn[i''';;;t"d l;tad'"; Daerah Kabupltcn

wakatobi t"'iilng"'E;ffi; pernoenturan dan Mekanlrmr

PenYusunan Peraturan Desa'

'. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tcntrng

Penyelengg"?'X' *"di"- yang--a"rtinlan Bebas dari Koruprl'

Kolusi o"n Hlioti'*'" tr-"*olt"n' Jl"g'* RtP'1b]l-lndoncgla

Tahun 1999 iil;;;.i!,'i"*o"h;;'i;ffi;|.an i.legara Republllt

lndonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor !9. Tah,un 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten il"ffi;' gU.'n"1-tt 
-wjrttoui dan Kabupatcn

ror"ri" u ta'a- ii' p'ou i nsi s u r aw9;5 
J"it3ffi, 

( tifftt?:#;:til;
H"Junrik lndonesia Tahun,2C
Lembaran Nt'g";tt iLpunrir inoon*sia Nomor 4339);



Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran
Republik lndonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pem
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik I

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang terakhir
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik I

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
lndonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Kegiatan lnstansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara
lndonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Republik lndonesia Nomor 3373);

7.

8.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomof

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia T
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Nomor 4593);

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89, T
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Tahun 2008 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Nolor' 9 Tahun 2008-tentanp Pedomfn

P"nv u'u n"i' ci ilh L'? 
;i dan +;H k','H;e,;!3gtilil'P;'i'

(Lembaran Daerah KabuPaten

12- Peraturan Menteri Oalal'f99eri Nomor 15 Tahun 2006 tonteng

'tenis 
oali d;ili'fiauk Hukum Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam T:9"ti 
Nomor 16 Tahun 2006 tentang

p'o'"oul'piil;;";Froduti Hukum ot*t"l'

14. Peraturan Menteri Dalln T:g9ti 
Nornor 17 Tahun 2006 tentang

r-emoaran ;;;;;h Jan Berita' Daerah'

Denlan Persetuiuan Bercama

DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN YY46ATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN:

''fffffir",A?St''f;t"Ji$'fiI"S'ri$['Fl-lEulixff

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah iniyang dimaksud dengan :

9rcrah adalah KabuPaten Wakatobi'

l|merintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Wakatobi'

luPati adalah BuPati Wakatobi'

F:x^iltffffili1l ffi :Y:l 
;-:;ruH 

il'T,5il ilI' 
a d i si n skat D P R D ad a I a h D cwa n

Sekretari s Daerah ao"i 
"n 

sekretari s D aera.n -"::T:": 
:ilT:^ KabupatE n,

il:tt#ffin *ilvrn keria camat sebasai peranskat Daerah Kabupaten'



7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas
berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormatl
sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia.

L Pemerintahan Desa adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
Republik lndonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa
penyelenggara Pemedntahan Desa.

10. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya
BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi
penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur
Pemerintahan Desa.

11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat
bersama Kepala Desa.

12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang
oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan
Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala
bersifat rnenetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa
Peraturan Kepala Desa. t

14. Program Legislasi Desa adalah instrument perencanaan program
Peraturan Desa yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.

BAB II
ASAS PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Peraturan Desa di tetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD.

(2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan
lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggl
memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat

(4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh
dengan kepeniingan umum danl atau Peraturan Perundang-undangan
tinggi.

Pasal 3

Peraturan Desa sebagaimana dimaksud 
-dalam 

Pasal 2' harul

asas pembentukan Fliatu'an Perundang-undangan yang balkmembentuk
pada

kejelasan tujuan;

hclembagaan atau organ pembentuk yang tepat;

kceesuaian antara jenis dan materi muatan;

drpat dilaksanakan;

kodaYagunaan dan kehasilgunaan;

hclelasan rumusan; dan

kcterbukaan.

Pasal 4

AraskejelasantujuansebagaimanadimaksuddalamPasal3hurufa,adrlrh
brhwa setiap pemnentu-r-JiEr"trr"n PJ;;;.g-' uno"ngtn harue mempunyrl

liirtn v"ng i'etis yang hendak dicapai'

lmskelembagaanStauorgan.pembentukyangtepatsebagaimanadlmak$c
drram pasar 3 huruf b,';l"i";;.rrivl setiap ieii* f"rriur.n Perundang - undengan

ilrus dibuat oteh #;;; pq"u"t pemulntur. Peraturan Perundang'undangtn

ytng berwen"ng. p"r"irr'; peiundang-rno-"ng"n tersebut dap-at dibatalkan rtlu

brtat demi hukum, "#it;;br.iof.ft 
l6mbaga/ pejabat yang tidak berwenang'

Am e ke se su a i a n a nta ra j e n i s 
.d " 

n t ll: l tt-11* 
::lis^"' T::?,,:# 

t[:1i $|;[
Hll' 

-;'ffi 

" 

:Tl5 J; " t""ti"' ;;i;T, ffi;9n1u*"i' .13ratu 
ran Peru nda ns'

lrdangan naru. n"nj"i!#naT=NtipainatixJn maieri mu?tan van-g tepat dengan

fin1o eiraturan Perundang- undangan'

AlasdapatdilaksanakansebagaimanadimaksuddalamPasal3hurufd,adelah
brhwa setiap #;ffiirff peratuian Perundang-undangan hErua

mrmperhitungfan eteit';i".-F"i"tur"n pJirnOtng- undangln tersebut dldalam

mtlyarakat, naix secaia iitosoRs' yuridis maupun sosiologis'

lma kedayagunaan dan kehasilgunaan sebagaimanl Oim{1ud dalam Pagal 3

hgruf e, adalah nanwa"letiap be-mientuft"n-peitutan Perundang-undangan dlbuat

hrcna memang #;;-b"# dibutuhkan tan bermanfaat dalam mengatur

llntoup"n bermisyarakat, berbangsa dan bernegara'

Alrakeletasanrumusansebagaimana'dimaksuddalamPasal3huruff,adalah
brhwa setiap p.r"turlil"p"iunc?ng-una"rg"i't""iui-*"**nuhi persyaratan tEknlE

F€nyusunan 
peraturai p**O*fi- unOurig;n, iistematika dan pilihan kata atau



terminology, serta bahasa hukumya jelas dan mudah dimegerti, sehingga
menimbulkan berbagai macam interprestasi dalam pelaksanaanya.

(7) Asas keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, adalah
dalam proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai
persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.
demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas
untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan
undangan.

BAB III
MATERI MUATAN

Pasal 5

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :

a. Peraturan Desa;

b. Peraturan Kepala Desa;

c. Keputusan Kepala Desa.

Pasal 6

(1) Materi muatah Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan
pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran
dari ketentuan Peraturan Perundang-undangAn yang lebih tinggi.

(2) Materimuatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam P

b adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat

(3) Materi muatan Keputusan Kepala DeSa Sebagaimana dimaksud dalam
huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan
Desa yang bersifat penetapan.

BAB IV
PERENCANAAN PENYUSUNAAN

Pasal 7

(1) Perencanaan penyusunan Peraturan Desa dilakukan dalam suatu
Legislasi Desa.

(2) Pedoman penyusunan program Legislasi Desa diatur lebih lanjut oleh

BAB V
PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Bagian Kesatu
PersiaPan

Pasal I
Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan drprt

dari usul inisiatif BPD'

Bagian Kedua
PartisiPasi MasYarakat

Pasal 9

Masvarakatberhakmemberikanmasukanbaiksecaratertuliemaupunllnn
ildJ"t Rancangan Peraturan Desa'

MasukanSecaratertulismaupunlisandarimasyarakatsebagalmanadlmrkrud
prdaayat(1),dapatti'iarurtandalampt"ttt'p"iy'itnanRancanganPcnturtn
Dcea.

Mekanismepenggunaanhaksebagaimanadimaksudpadaayat(1)dlaturloblh.
irnjrl o"r"t i'erituran BuPati'

?x';xxr::':;
. Pasal {0

Peraturan Desa dibaha* '"t"'" 
bersama oleh Pemerintah Deea dan BPD'

Pasal 11

PeraturanDesayangberasaldariPemerintahDesa,dapatditarlkkcmblll
dibahas bersama BPD' 

Bagian Keempat
Evaluasi

Pasal 12

Rlncangan Peraturan Desa tentang -lnSgara1 l"ng?1"itl^dan 
Belanja Deaa'

Blilp,ff:.':tf,"il:;xil fS"I:'L'${ fl*tm:l#?"'itill[
Ei".i'*"i'"0" euptii * 

"r"r 
ui cam at u ntu k dieval uasi'

HlrllevaluasiRancanganPeraturanDesasebagaimanalrp.lrsuapadaayat(1)
gtumpaikan or"n e,Ji'tlil;;;G"1" D;;;;ils ft" 20 (dua puluh) harl kcfla

ilFil' ffi;;;;"n p"i"iu t"n Desa tersebut diterim a'Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan'yang



(4)

(5)

(3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan Anggaran
dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa
menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Desa (APB Desa) menjadi Peraturan Desa.

Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi terhadap Rancangan Peraturan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah sesuai dengan kepentingan
dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa m
Rancangan Peraturan Desa tersebut menjadi Peraturan Desa.

Apabila Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tidak
dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih
Kepala Desa bersana BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7
kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

(6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindak lanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan
Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dimaksud
menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun sebelumnya.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pengesahan

Pasal 13

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala
BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk
menjadi Peraturan Desa.

(2) Penyampaian Peraturan Desa sebagimana dimaksud pada ayat (1)
dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal
bersama.

Pasal 14

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, wajib
oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa

Pasal 15

Peraturan Desa wajib mencanturnkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 16

(1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan
kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan
larcahr rt

Bagian Keenam
Pengumuman

Pasal t7

Aoar setiap orang mengetahuinya' Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Derr

Or"muat dalam Berita Daerah untuk diumumKan'

PenoumumanPeraturanDesadanPeraturanKepalaDesasebagaimanadlmrklud
ffiily;i iii dilakukan oleh sekretaris Daerah'

Pelaksanaanpengumumansetagaimanadimaksudpadaayat(2ldrprt
dtdelegasikan k'epada Sekretaris Desa'

BAB VI

PENYAMPAIAN PEMTURAN DESA

Pasal {8

'an Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati mef'at'ui Gamat ltbrgrl

pembinaan oan pengaw"al;; ilitg iambat z (tuiun) hari setelah ditetapkan'

BAB VII
PENYEBARLUASAN

Pasal 19

ran Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaEkan kepeda

oleh Pemerintah Desa'

BAB VIII
TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 20

PenyusunanPeraturanDesa,PeraturanKepalaDesadanKeputusanKepalaDcra
dllakukansesuaidenganteknikpenyusunanPeraturanPerundang.undangan'

KetentuanmengenaiteknikpenyusunanPeraturanDesa,PeraturanKepalaDcre
dan Keputusan xep#''o"Jr d"nug"imun"-dimarsuo pada ayat (1) tercantum

datam tampiran, yang'ir;il]1;;-dg,"n tiJ"['iltpiianr<in dariFeraturan Dacrah

lnl.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

lPembinaandanpengawasanterhadappembentukanPe_raturanDesa,Peraturan
Kepata Desa dan K"';;-##'K;;|;;5J ;iru[ur..un oleh Pem erintah Kecam atan'

(2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku



(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang
pelaksanaanya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di
pada tanggal

Wangi-
27-?-

BUPATI WAKAT

Ttd & Gap

HUGUA

Diundangkan di Wangi-Wangi
padatanggal ?7-?- 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

HARDIN LAOMO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2O1O

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATUMN KEPALA DESA

DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Sesuaidenganprinsipdesentralisasi.danotonomidaerah,Desaatausebuttn
diberi kewenansan ;i"rk ;;s;i'i o"n . t 9nsu1y.t l:99ili,l,s,,t?,,.11t{::*1

f 
"i;]rffi 

:xi:"i ll:li ir.' Jort i *ti"i"t ."i"ilif at y an g d i ar< u i oal am ranskr

n kepentinsan t.wii"r.li, 
-ei-oJ1 

e,91:,Y111t:t*",?:"?: i.:lill:
lAil J""$'^ilffiil'?'J;il;; o"sa oan Kepala Desa menvusun perrturtn

;;;;.;y"Jaitu Feraturan repara Desa dan Keputusan Kepala Desa'

PeraturanDesa,PeraturanKepalaDeg3danKeputusan.KepalaDegahrrur
n secara benar sesuai i"tg 

"" 
r-Jiaan+aioah h uku m- danJ:Il 

i!: Bt^:lp:ltlg'
ilrT:?ffi ;#;1"Tffi;;'E;yil;;n' o an sti noari sasi bentu k Peratu ran Dcl|,

ranTepata Desa'dan Keputusan Kepala Desa'

TEKNIK PENYUSUNAN

KerangkastrukturPeraturanDesa,PeraturanKepalaDesadanKeputusanKepalr
Desa terdiri dari :

A, Penamaan/Judul;
B. Pembukaan;
C. Batang Tubuh;
D, Penutup; dan

E. LamPiran (bila diPerlukan)'

tjreiandarimasing.masingsubstansikerangka..PeraturanDesa.PeraturanKcprlr
Ot-i-" o"n k"putusin Kepala Desa, sebagai berikut:

A. PenamaanlJudul
l.SetiapPeraturanDesa,PeraturanKepalaDesadanKeputusanKepalr

Desa' mem PunYai PenamaahllUdul'

2,Penamaan/judulPeraturanDesa,PeraturanKepalaDesadanKeputurrn
Kepala Desa memuat keterang'n-;;ng"nai jenis' nomor' tahun drn

tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur'

3. Nama peraturan Desa, Peraturan Kepala. Desa dan Keautusal xfP!!
DesadibuatsingkatdanmencerminkanisiPeraturanDesa,Peraturen
Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa'

4.Judulditulisdenganhurufkapitaltanpadiakhiritandabaca'



Gontoh Penulisan Penamaan/Judul:
a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA
NOMOR ...... TAHUN 200...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

b. Jenis Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA
NOMOR.... TAHUN 200...

TENTANG

IURAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DESA
c. Jenis Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR ..... TAHUN 200...

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA HARI ULANG TAHUN RI KE 6{

Pembukaan r

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari :

a. Frasa " Dengan RahmatTuhan Yang Maha Esa";
b. Jabatan pembentuk Peraturan Desa.
c. Konsiderans;
d. Dasar Flukum;
e. Frasa "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan

dan Kepala Desa";
f. Memutuskan; dan
g. Menetapkan.

Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari:
a. Frasa " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
b. Jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa.
c. Konsiderans;
d. Dasar Hukum;
e. Memutuskan; dan
f. Menetapkan.

Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari:

,.- f t"t"l'Oengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

b, Jabatan peirbentuk Keputusan Kepala Desa;

c.
d.
e.

Konsiderans;
Dasar Hukum; dan
Memutuskan;

Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esal;

Katafrasayangberbunyi,.DenganRahmatTuhanYangMahaEsa'.mgruprkln
kata yang harus ditJiJ Oa"rn- Peraturan Oesa, peralturan.. Kepala Dem drn

Keputusan Kepala D*sa, cad penulisan seiuiunnya huruf kapital dan tldak dlakhlrl

tanda baca.

Contoh:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Koputumn

Kepata Desa, ditutis 0".g". nilriXapiiat Oan Oiafniri dingan tanda bace koma (,)'

Contoh:
KEPALA DESA

B. Konsiderans 
-..,-ri Aannan kaia ,,rvrr uat urglcn lnirrt

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang mem

mengenai pokok-pokok pikiran yang menlali latar-netafing, alasan'alaran rrrtr

landasan yuridis, rirortris,- sosibiodis, 
. 
ddn politis dibentuknya Peraturan Dcll,

ilt"ff;. kepata Desa dan Keputusan Kepala Desa'

Jlka konsiderans teroiii o"ii r"oin satu poi<ok pikiran, maka tiap'tiap pokok plklrrn

dlrumuskan pengertian, i"iiti"p-ti"p poirer lidtan diawali dengan huruf a, b, c, d!t'

dan diakhiri dengan tanda titik koma (;)'

Gontoh:

a.
b.
c.

Dasar Hukum

1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat".yang' harus memuat danr

hukum bagi pembuatan produk nutum. pa"Oa-Uagiin ini perlu dimuat pula Jlka

adaperaturanperundang.undanganyangmemerintahkandibentuknya
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2)

Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa
yang mempunyai kaitan langsung dengan materiyang akan diatur.

Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu :

a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa,
Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan

b) Landasan yuridis materi yang diatur.

3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis peraturan
undangan yang tingkal derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk
yang dibuat.

Gatatan : Keputusan yang bersifat penetapan, lnstruksi dan Surat
tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak
jenis peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi
perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan
sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan
pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan
dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor
pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.

5) Penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara
lndonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik. lndonesia,
Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).

6) Jika dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, m
dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan
baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan
Negara Republik lndonesia Nomor a389);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
(Lembaran Negani Republik lndonesia Tahun 2005
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
4546);

3. Peraturan Menteri ... Nomor... Tahun ... tentang

4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ...
Daerah Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran
Nomor...)

Frasa "Dengan persetujuan bersama Ba.{an Permusyawaratan Desa dan [epala
Desa,' Kata frasa 

'V-ang 
berbunyi "Dengan perselujuan 

. 
bersama Bedan

F"iru.y"*"r"trn Oela ian fepia Desa-u, merupakan kalimat yang herug

dicantumkan dalam peraturan Desa dan caia penulisannya dilakukan sebagal

berikut:

1) Ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;

2) Kata ,'Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan

3)

4)

huruf kapital;

Kata',antara', serta "dan", semua ditulis dengan huruf kecil; dan

Kata ,,Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya dltullr

dengan huruf kaPital.

4)

Contoh:
Dengan Persetuiuan Bercama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan

KEPALA DESA

Memutuskan

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baCa

iiiif Or" i' l. Feletakan kata ME-MUTUSKAN adalah ditengah margin'

Menetapkan

Kata,'menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang diseJaJarkan

ke bawah dengan 
- 
f"ta "Menimbang" dan "Mengingat"' Huruf awal katl

;u.n"i"pr"n" diiutis oengan nuiut rapitil dan diakhiri dengan tanda baca titik dua

(:).

contoh t 
TEMUTUSKAN:

MenetaPkan: .,.'..... dst'

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau

Keputusan K;;;i" Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata

"Menetapkan" dan Cara penulisannya adalah :

- Menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;

-Namatersebutdiatas'didahuluidenganjenisperaturanyang
bersangkutan;

- Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan

diakhiri dengan tanda baca titik (')'



Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frasa:

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan

KEPALA DESA

Gontoh:

a) Jenis Peraturan Desa

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

: PERATUMN DESA
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
PEMERINTAH DESA

b) Jenis Peraturan Kepala Desa MEMUTUSI(AN:

Menetapkan : PERATUMN KEPALA DESA
TATA CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH

c) Jenis Keputusan Kepala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA
PENUNJUKAN PETUGAS JAGA SISKAMLING.

Catatan :

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan
Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA .r....,....r.r......r.r,

Menimbang

....dst;

Dengan Persetuiuan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

MenetaPkan : PERATURAN DES{
XEPIiOUMN, TUGAS DAN FUNGSI

PEMERINTAH DESA

Peraturan Kepala Desa Ditulis seperti huruf a tapi dengan persetujuan

bersama tidak usah diketik'

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALADESA " TENTANO

TATA.CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH'

Keputusan KePala desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..r.r.:rr.,,i.r,"'.

Menimbang

...dst;

a.
b
c

TENTANO
ORGANISASI

TENTANO

Mengingat

MenetaPkan

KESATU
KEDUA
KETIGA

1. ...."""""""';
2.
3. ....."""""de1;

KEPUTUSAN KEPALA DESA """":""""
bEi,rErApnN PETUGAS slsKAMLl NG'

.q.

b
c

:1.
2.
3.

....dst

Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal pasal atau

diktum-diktum. gatani'ilrft V"ng ciirumul[an dalam pasal-pasal adalah jenle

Mengingat c.



Peraturan Desa dan Peraturan. Kepala Desa yang bersifat
(Regelling), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat
(Besehikking), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut :

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa
1) Ketentuan Umum;
2) Materiyang diatur;
3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
4) Ketentuan PenutuP.

b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf
merupakan keharusan.
Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya
luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut
dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf.
materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas
kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isimateri yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah :

1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;

2) Bab dengan bagian dan pasal-pasaltanpa paragraf;

3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal,

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian' Paragraf, Pasal dan ayat
sebagei berikut:

1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab

ditulis dengan huruf kaPital.

Contoh :

BAB I

KETENTUAN UMUM

3) Paragraf diberi nomor urut deng-an angka arab dan diberijudut'

Huruf awar oatani'j'uilft;;;;;"i' dan fruruf awaljudul paragral

d itut is dengan nrrlli,rriit;rli"J"ngran nu rut lai rinya setelah huruf

;;il; ditulis dengan huruf kecil'

Gontoh : 
Bagian Kedua

( .........Judul Bagian """"'l
Paragraf Kesatu
(JudulParagraf)

4) Pasal adalan satuan aturan yang- memuat satu norma dan

dirumusk"n Orr#rair frii,i.r"t nfateri Feraturan Desa leblh balk

dirumuskan Oaram ['nV'[ p"t"t.yang singkat dan jelas-darlpada

dalam n"u"rrp"'ptlli'vand paniing 
-oan ;em uat beberapa ayat'

rlt,"ririr",""ili:lf i,ru*l;lin:**J#il'll#,ffi ,''n

:ilUnff J"k;, il'il ;;r-";"r r"i"'p' JJio it u *. d e n s an h u ruf

kaPital.

2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan

huruf kapital dan diberijudul. Huruf awal kata Bagian, urutan

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur' maka di samplng

dirumuskan dalam iffi;i'i"it;titntt y"ng biasa' dapat pula

dipertimbangfan penggunain Oatam bentuk tabulasi'

Pasal 5

Pasal 21

Pasal ....

5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal' penulisannya diberl

nomor unit oenga[?nlr" ""'o 
oi aniara tanda baca kurung tanpa

diakhiri tanOa oaca'titu ayat hanya mengatur satu hal dan

oiiumusran dalam satu kalimat'

Gontoh:

Gontoh :

(1)
(2)
(3)

Gontoh:bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital,

huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat

nama pedagang' rJni!-'itg"ngan' uesar-ny'a iuran' alamat

[io333ll,.i dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuEkan

sebagai berikut:

BAB II
( .........JUDUL BAB ......... )

Bagian Kedua

Gontoh:
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b.
c.
d.

6

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat:
a. nama pedagang;
b. jenis dagangan;
c. besarnya iuran; dan
d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan
hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian
kesatuan dengan kalimat berikut :

Setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
Setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
Jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang
kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam
Kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi
baca titik dua (:);

f. Pembagian rincian hendaknya tidak melebihiempat
Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu

dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke
dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai
yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di
rincian kedua dari belakang:

Contoh:
I

a. Tiap-tiip rincian ditandai dengan huruf a
seterusnya.

b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih
maka perincian itu ditandai dengan angka 1, 2,

seterusnya.

a) """"';
b) """"'; d'n
ci """"'i' 

r ) '...... '.... "" ""';2l ""';drn
3i .....,.""!

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh

i".ara keseluruhan adalah :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I
(lsi Pasal l)

BAB II
(Judul Bab)

Pasal..'
(lsi Pasal)

BAB III
(Judul Bab)

Bagian Kesatu
(Judul Bagian)

Paragraf Kesatu r

(JudulParagraf)

Pasal .'. '

a
b



Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah :

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam

pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi :

1) Batasan dari Pengertian;
2\ Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan

dan
3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi

berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap bdl

dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka

dan diakhiri dengan tanda baca titik (')'

Gontoh:
Pasal I

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah

Sukabumi.
2. ....,....... r...............
3. ............

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum

mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam

yang diatur ditemPatkan teratas.
Z. iifa- pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau

dengan p=engertian atau istilah terdahulu, maka pengertia.n

istilalh yang ida nubungannya itu diletakkan dalam satu kelo

1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyufun

materi peratur;n Desa harus memperhatikan dasar hukumnya'

2) Landasan nfosotis' irtinya alasan yang mendasari ditErbitkannyl

Peraturan Desa'

3) Landasan sojologis, maksudny-a-aoar Peraturan Desa yang

diterbitkan i"ng;n"titpai bertentanian dengan nilal'nllal yang

hidup di t"ng"h:tn;;',i".v.r"r.t, mTsalnva adat istiadat' ageml,

4) Landasan p"ril:;""ir,ffi;;; F"r.tutrn Desa yang dltcrbltkrn

dapat berjal".';;;;il;;;; ilf"t t"tpa menimuulkan geJolrk dl

tengah-tengah m asYarakat'

5) Tata cara p"nufii"n'*ateri yang diatur adalah :

a) Materi v"llg''di;i;; ;*o:t*n 
-i"ngtuns 

setelah Brb

Ketentuan Uhum atau pasal-pas"t Xet"ntuan umum Jlka tldrk

ada PengelomPokan dalam bab'

b) Dihindari #;il;ilGnir.g x"tentuan Lain-lain. Materl yang

akan di#iH; ;;;;i- {"tentuan Lain-lain' hendaknvr

ditempauai"iai"m r"rompor mai"ri yang diatur dengan ludul

yang sesuai dengan materi tersebut'

KetentuanLain-lainhanyadicantumkanuntukketentuenyeng
lain dari materiyang diatur' n"tun t"tPu'ny?i tttll"l dan pcrlu

diatur.eenempbtanbabKetent;;l;il:l;indicantumkanpida
babatau;;#ffiil;t;t;lfiBabKetentuanPerallhen'

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara lzll
mengepai akibat'iJ"Jit"t peraluran Gtu o"ngtn keadaan sobtlum

peraturan oaru itu-nJrraku' i'"0" tt"tnv" padi saat peraturan bbru

berlaku, m"r.a r#,ia*;;;i,ill"t" U"J"ttS tpbat-akibatnya menirdl

tidak berlaku. i"r.i ""rri ini diterapr.n t.np.. memperhltungkrn

keadaan v"ng .uiJil bi-riitcu' mat<a olfat timbut'kekacauan hukum'

ketidakpastian h;kfi atau kesewenang-wenangan hukum'

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan 'baru terhrdrp

peraturan tama aiai pelaksanaan p"t"iui"n lama' diadakan ketentuln

ata u atu ran p"*ili?|l loil;G.ifi an* ietentu an Peral i han berf un gll

1) Menghidari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum

(Rechtsvacuum)'
2) ilrr"ni"*in, rJpJtti"n hukum (Rechtszekerheid)'

3) perrindunga;Tffi;'-in".ntrn"r"n"rming), bagi rakyat stet
v' 

l;"tp;ki"rtentu atau orang tertentu' , .- ,,-^-
Jadipadadasarnya,Ketentuan,Peralihanmerupakan''penyimpangln
terhadap peraturan baru itu sendln'

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (Necessery evil) dalam

berdekatan.

b. Ketentuan Materiyang akan diatur.

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara. sis'

sesuaiCengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan'
yang diatur-harus mempeihatikan dasardasar dan kaidah-kaidah

icialeperti :



rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum sec

keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan
Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusen

dan penulisan materimuatan Peraturan Desa'

Keputusan Kepala Desa adalah bersifat Penetapan (Besehiking)'

1)BatangTubuhKeputusanKepalaDesamemuatsemuamEtcrl,muata-nkeputusanyangdirumuskan.dalamdiktum.diktum.

2) iengeromi,or<an oiraninatang tubuh terdiri atas materi yang akan

diatur.

bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peral

harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri
peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat
pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melak

b.

peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau

secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru'

Ketentuan PenutuP

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang T

Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan
berikut:

1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang d

dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa :

a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (ekst
yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan
melaksanakan hal-hal tertentu.

b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif)'
pendelegasian kewenangan untuk membuat
pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).

2) Nama singkatan (Citeer Titel).
3i Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa

melalui cara-cara sebagai berikut :

a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada
. tanggaltertentu; '

b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama

seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Gontoh :

KESATU
KEDUA

4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru
Peraturan Desa yang lain.

Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa

a. Peraturan Kepala Desa adalah bersifat Mengatur (Regelling)'

1) Batang tubuh Peraturan Kepala Desa memuat semua materi
akan dirumuskan dalam pasal-pasal.

2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiriatas :

a) Ketentuan Umum;
b) Materiyang diatur;
c) Ketentuan Peralihan (kalau ada);
d) Ketentuan PenutuP.

3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah
pelaksanaan dari Peraturan Desa.

4) Tata cara perumusan dan penulisan materimuatan batang tubuh

3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulal bcrlrhu

Pada tanggal ditetaPkan'
Catatan :

feteniuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada. dalrm

Batang Tubuh, karena Keputusan 
. 
Kepala Desa yang berrlfat

penetipan adalah konkrit, individual dan final'

Penutup

penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputuean Kcpalr

Desa, memuat hal-hal sebagai berikut:
..--drruqrn tempat Aan ta-nggaf penetapan, diletakkan disebelah kanan;

b. Nama jabatan ditsli; J"n'd"n huruf r"fitat, dan pada akhir kata dlbcrl tanda

baca koma;
c. . Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan.huruf kapltal tanpr

gelar dan Pangkat;
d. penetapan peraturan Desa, peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepalr

Desa ditandatangani oleh Kepala Desa;

Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memerlukrn

;;;l"Tr#; oaif penjerasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang

melatarbelaXangi pei;rbiian peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa .ya.ng

bersangkutan. Pada a;gitt penjelasan..pasal demi pasal. dijelaskan materl darl

norma-norma yang t.ftriJrn| OJf"r setiip pasal di dalam batang tubuh'

Hal-halyang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah :

l.PembuatPeraturanDesa,PeraturanKepalaDesaatau'Keputusan.Keprla
Desa agar tidak menyadarkan argumeniasi pala penjelasan, tetapi harur

berusaha memnuai Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputuean

K;pd" D";tv"ngl"p;t r"ni"o"t rn keraguraguan dalam interprestasi,

D.

2.



2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan

Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.

Penjelasan berf ungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu'
penjelasan tidak dlpat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat

lain,
Judul penjelasan lama dengan judul Peraturan Desa dan, Peraturan

Desa atauKeputusan Kepala Desa yang bersangkutan.

F*ni.trt"n terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal

pembagiannya dirinci dengan angka romawi.

irenjetaian umum memuat uraian sistimatis pgnee.na.i latl be]3!?n9

malisud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dlot

dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa'

Bagian-oagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka

jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
Tidak boleh ber.tentangan dengan apa yang diatur dalam materi

Desa, atau Peraturan KePala Desa'
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam

tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan

Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa'

12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat

ketentuan umum.
tg. generapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan

keterangan cukuP jelas.

PERATURAN KEPALA DESA AT.

dengan KePutusan KePala Desa'

Perubahan Peraturan'Jesi-peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala

Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah' 
.

Dalam penamaan disebut Feraturan Desa, P;raturan Kepala Desa, Keputuaan

Kepala Desa mana y".i.Oi.1'nth dan perubahan yang diadakan itu adalah

peiubahan Yang keberaPa kali'

Contoh perubahan yang pertama kali :

PERATURAN DESA
NOMOR ...... TAHUN 200"""

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN DESA
TENTANG ANGGIMii'-ier,roapnrAN DAN BELANJA DESA

Contoh Perubahan selanjutnYa :

PERATURAN DESA
NOltloR TAHUN 200"""""'

c.

d.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9,

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA'
KEPUTUSAN KEPALA DESA

TENTANG

PERUBA#IATIKEDUA ATAS

PERATUMNDESA.-:.:".:.'.....NOMOR TAHuN200"""""""
TENTANG lt,tdCNCNT iEUOAPNTAN DAN BELANJA DESA

e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan.Kepala Deoa etru

Keputusan X"p"r.-d"I"'V"ng iiuUah, harus dikemukakan alasan' alacan atlu

pertimbangan-pertimbang-an mengapa feraturan yang lama perlu dladekan

perubahan.

f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau,Keputuean Kcpalr

Desa yang oiuoat, nany, oituti. oengan 
"tijxa 

Romawi, dimana pasal-paul

Giseoirt dimuat ketentuan sebagai berikut:

1)Pasallmemuatsegalasesu'atuperubahandengandiawalipenyebutan
peraturan o"!", 

-pEi"iuran 
t<epjla Desa atau Keputusan Desa yang

diubah dan urutan perubahan-p"iuuinrn tersebut hendaknya dltandrl

dengan huruf besarA, B, C dan seterusnya'

2)PasalllmemuatketentuanmengenaimulaiberlakunyaPeraturanDc!a,
peraturan x"b"la'd"rJ, r.putusin Kepala Desa perubahan tersebut.

g.ApabilaPeraturanDesa,PeraturanKepalaDe.saatauKeputusanKepalaDcrr
sudah mengatami-E;ilh;- nerutang kali,. sebaiknya- Peraturan Dcle,

peraturan Kepata olsa atau rceputusai Kepala Desa tersebut dicabut dan

diganti peraturan dei"l c"irturrn Kepala Desa atau Keputusan Kepala Dear

yang baru'
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Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala

dapat meliPuti :

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan

menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, I

eara-grai, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca,

diktum dan lain-lainnYa.

2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk

e"gi;;, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda

lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa' Peraturan

Oesa Oan KEputusan'Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah

berikut:

Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya'
peraturan pesi Oiunah dengan Peraturan 'Desa, Peraturan Kepala

dengan Peraturan Kepala Desi sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah

a.
b.
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h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan
Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan
pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa

atau Keputusan Kepala Desa yang baru.

Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Kepala
atau Keputusan Kepala Desa (dalam Pasal l)sebagai berikut:

1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka
nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskar tetapi tanpa iSi, hanya dituli
"dihapus".

Contoh :

BAB V Pasal dihapus.

2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang
merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu'
maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal

dihapuskan.
Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua
tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu
ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh :

Apabila diantara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru,
pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru
tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi
sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan hurufa.

Contoh :

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru,
diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (la).

4l Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempu
kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbu
suatu pengertian baru.

Gontoh :

Jika istilah "wilayah Dusun Kempul" akan diubah menjadi "wilayah
Mertaina", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Kempul"

"Mertaina", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan
berikut : wilayah Dusun Kempul diganti dengan wilayah Dusu
Mertaina.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU

KEPUTUSAN KEPALA DESA

a. Pencabutan dengan Penggantian
Pencabutan O"ng"n-dlgantian terjadi apabila Peraiuran Desa, Peraturen

Kepata Oes" 
-"tiu (epriitan rcepdta Desl yang ada digantikan dengan

Peraturan o"ra atau Keputusan' Kepala Desa 
-yang baru. Bentuk. lu-Er

(kenvorm) daii Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa atau Keputuaan

Kepala oesa yang baru ini sama seperti lazimnYa. pada Peraturan Desa,

peraturan tcepita desa dan Keputusan Kepala Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tergebut

dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan)'

bahwa ...tidak sesuai dengan perkembangan keadaan,

sehingga perlu diganti;
bahwi- 'berdaslrkan pertimbangan sebagalmanl

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan "';

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMTURAN DESA TENTANG ANOOARAN. 
PENDAPATAN DAN BELANJADESA.

Akan tetapi apabila ketentuan p6ncabulan tersebut diletakkan dl belakang

(dalam ketentuan p"ruiupi. Feraturan. Desa, Peraturan Kepala Deea atru

Gui6"n f.pafa'Oesa 
'i"ng dicabut tersebut akan tercabut, telapl tldrk

beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa rtru
K;ilG;-Kepala desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelak3aneanyt

masih daPat dinYatakan berlaku.

Contoh:
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Contoh :

Menimbang i a.

b.

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan.Deea Glmrngglt

Nomor 2i Tahun'2006 tentang Anggaian Pendapatan dan Belanlr D6r
dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan tanPa Penggantian

1)DalampencabutanPeraturanDesa,PeraturanKepalaDesa.atl''| 
feJutusin f"pafa O"si Ving dilakukan tanpa penggantian' bentuk lua

(kenvorm) Peraturan oesa, peraturan Kepala Desa alau Keputusanl(cprlt

Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Dcga,



Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, yaitu bahwa
tubuh Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepali
Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di
masing-masing pasal tersebut berisi :

- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan oencabutan produk hukum daerah.
- Pasal2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya peraturan

Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.
2l Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan

Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang
dan dengan peraturan yang sejenis.

RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, peraturan
Desa atau Keputusan Kepala Desa adalah :

Contoh:

PERATURAN DESA...
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DESA ...

NOMOR... TENTANG...

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa lndonesia yang tu
pada kaidah tata Bahasa lndonesia yang menyangkut pembentUkan
penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa
mempunyai -corak dan gaya yang khas yang bercirikan
pengertian, k'elugasan, keblkuan dan keserasiin. 

-

Keputusan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab

Ketentuan Umum.

6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan

susunansukukatadapatmenggunakansingkaianatauakronim.

7. Singkatan nama atau badan atau lembaga .yang belum begitu dikenal

umim dan bila tidak dimuat dalam Ketentuin Umum, maka setelah tulisan

lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung'

L Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa

lndonesia. Pemakiian (ad'opsi) istilifi asing yang banyak dipakai dan sudah

disesuaikan elaannya dengan kaidah Bahasa lndonesia dapat

JipertimOangt<an dan dibenarkJn, jika istilah asing itu memenuhi syarat :

a. MemPunYai konotasi Yang cocok;
t. Lebih singkat bila aiuan-oingran dengan padanannya dalam Bahasa

lndonesia.
c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan'

d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa lndonesia'

Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali"

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata

'kecuali". KatA "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecuallkan

induk kalimat.

Contoh :

-
KecualiA dan B, setiap warga Desa waiib melaksanakan Slskamllng'

2. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk' dapat

digunakan kata "disam Ping".

Gontoh :

Disampinq membayar iuran keamanan, wargayang berstatus Pegawal

f .f egeri-Slplf jugadi-kenaikewaiibanmelaksanakanSiskamllng'

3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka"'

untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata

'1ika" atau frasa "dalam hal". 6unakan kata "jika" bagi kemungkinan atau

fi."Or"n yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali

kata "make".

Contoh :

Jika terdapat warga Desa yang tldak melaksanakan Siskannling, maka

Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa,
Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti
jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat
dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan
yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah
pengertiannya kabur dan kurang jelas. lstilah yang dipakai
sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari,hari.

3, Hindari pemakaian :

a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.

4. untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturai
pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untult
menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau



4. Pemakaian kata'Apabila".
untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu
terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau,'bila',
Contoh:

salah_ satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas siskamling,
apabila sakit.

Pemakaian kata "dan", "atau',, ,'dan atau',.

E; Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan',.

Contoh:

A dan B waiib memberikan ..................

b. untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau,,

Contoh :

A atau B wajib memberikan ...................

c. untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frasa
"dan atau".

Contoh :

. A dan atau B wajib memberikan ...............

Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak,'

Contoh : t

setiap warg? Desa Tribuana yang telah berumur i7 (tujuh bolas) tahun
bertak untuk mendapatkan Kartu Tanda penduduk trcfpl
Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "bolehu.
Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang,
sedangkan kata "boleh" tidak melekai ploa diri seseorang. untu'(
menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata,,wajib',.

Contoh :

Kepala desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang
sedang mengalami musibah.

- Setiap warga Desa waiib membayar iuran keamanan.

Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan katat'harus".

Contoh :

untuk menduduki suatu iabatan Kepala urusan Keuangan' seorang

calon Kepala Urusan Kiuangan harus terlebih dahuiu mengikuti

kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan,

digunakan fr'asaI'tidak diwajibkan" atau "tidak wajib"'

Contoh :

Vt@-Oesa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak

Ciwa;ibkan untuk mengikuti pemilihan Kepala Dusun'

c. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan
dalam". Sedangkan untuk mengacu

"sebagaimana dimaksud Pada".

Contoh :

frasa "sebagaimana dimaksud
ayat lain, digunakan (rasa

o.

a

sebagaimana dimaksud dalam pasal {8
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan

judul Perituran Desa atau Peraturan Kepala Desa'

' 'Contoh : '

sebagaimanadimaksuddalamPasalsayat(2]Penturrn
Desa GimanggiiNomor 21 Tahun 2006 Tentang Anggaran Pendrprtrn
dan Belania Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materl pokok
- yanj dia.r. pengacuan hanya. boleh dilakukan ke peraturan yang

tingkatannya sama atau lebih tinggi.

3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dafl pasal

atati ayat yang diacu, ian hind-arkan penggul??l frasa "pasal yang

terdahulu" aiau;'pasaltersebut di atas" atau "Pasal ini"'

Contoh :

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal4 ayat

(3), bertugas
Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan

seluruhnya, maka istiiah'itetap berlaku" dapat digunakan'

7.

8.

a^
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A. CONTOH 1. BENTUK PERATURAN DESA

PERATURAN DESA.....
NOMOR TAHUN 200..

TENTANG

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMMMMMMMMM (HURUF KAPITAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA...................,

Menimbang : a bahwa.........;

b. bahwa........';

MenetaPkan

Dengan Persetujuan Bercama

BADAN PERMUSYAVUARATAN DESA... ""'
dan

KEPALA DESA.".....

MEMUTUSI(AN:

: PERATUMN DESATENTANG... (JUDUUNOMENKLATUR)

BAB I
KETENTUAN UMUIN

Pasal I

Dalam Peraturan Desa iniyang dimaksud :

1. DesaadalahDesa... """"';
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa"' "' """ "';

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa""""""'

4. BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa"""""""""""""""";

5. ....;Dst
BAB II

MMMMMMMMMMMil'I MM MM MMMM

Pasal 2 .

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

BAB
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Pasal ""
MmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmDst

BAB.."
M M MM MMTETMMM MM M MMM M MM M

Pasal "'
(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmn
(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
b. Dst;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa I

Undang-Undang Nomor Tahun tentang

.........:. (Lembaran Negara Republik lndonesia 
. 
Tahun "',:

Nomor ...., Tambahan tembaran Negara Republik I

Nomor .......);

Mmmmmm Mmmmm Mmmmmm (mengulang judul/nomenklatuQ'

Mengingat : 1.

2. Undang-Undang Nomor."" Tahurl ..". tentang "" "::':"'
(Lembiran NJgara Republik lndonesia Tahun Nomt

...,,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia

... . );

3. Peraturan Pemerintah Nomor ...-. Tahun '....' tentang""""'
..,.... (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun ""'
....,Tambahan Lemb-aran Negara Republik lndonesia

..... .);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor ""' Tahyn

tentang .... (Lembaran Daerah Kabupaten

Tahun ...... Nomor..... Seri .'....);

5. Kepres Nomor,...... Tahun.."'. tentang....'

6. Kepmen Nomor...... Tahun'.. ." tentang'....



(3) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm L:

a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
b, Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:

1. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:
2. Dst;

BAB....

Bagian Kesatu
Mmmmmmmmmmm Mmmmmmmmmm

Pasal ....

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
Dst;

Pasal ....

(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
(2\ Dst;

Bagian Kedua
Mmmmmmmmm Mmmmmmmmmm Mmmmmmmm

(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:
a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
b. Mmmmmmmmmmmmmmmmmrimmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;

(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'

BAB...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Pasal ....

peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinya,..memerintahkan pengu-ndangan Peraturan Desa lnl

dengan penem patan;t;;;h'" geiita na"tah Kabupaten Wakatob i'

Ditetapkan di : .....'(lbu Kota Deea)

pada ianggal : 200"

(1)
(2)

KEPALA DESA

NAIIIA JELAS (Tanpa Gelrr)

Diundangkandi Wangi-Wangi
pada tanggal 200'.

SEKRETARIS DAERAH KABT'PATEN WAKATOBI'
..

NAMA JELAS (TanPa Gelar dan NiP')

BERITADAERAHKABuPATENWAKAToBITAHUN2o0..NoMoR:....sER|....

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini maka segala ketentuan hukum !
bertJntangan atauiidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dinyatakan tidak berlaku'

Pasal ....

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang m

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.



B. CONTOH 2. BENTUKPERATURANKEPALADESA

KOP DESA

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Desa.

Undang-Undang Nomor Tahun
(Lembaran Negara

lndonesia Tahun ..... Nomor ...,,Tambahan Lembaran

Republik lndonesia Nomor ... ....);

2. Undang-Undang Nomor Tahun
(Lembaran Negara RePublik

Tahun ..... Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara

lndonesia Nomor .......);

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Kepala Desa iniyang dimaksud :

1. ........, ...,..;
2. ...............;
3. ....;Dst

BAB...
MMMMMIIIMMMMMMMMMMMMMM

Pasal ......

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmm' 

Pasal""'

(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm mmmm mmmmmmm

mmmmmmmm mmmmmm mmmm mmmmmm mmmmmmmm'

(2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'mm'

BAB...
M M M ltfi [,Ii,I M M!,TM Mil,I M M M M MM M ITIIM MJTII M MM M

Mmmmmmmmmm Mmmmmmmm Mmmmm Mmmmmm

Pasal ....

(1) Mmmmmmmmmrnmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'

(2) Dst; 
Pasar ....

(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm'

(2) Dst:

Bagian Kedua
Mmmmmmmmmmmm Mmmmm Mmmmmmm

Pasal ....

(1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmrnmmmmmm'

(2) Dst.

PERATURAN KEPALA DESA............
NOMOR: TAHUN 200..

TENTANG

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Mmmmmmmmmmmmm (HURUF KAPITAL)

KEPALA DESA.........!...r.rr.,

bahwa.........;

bahwa.........;

mmmmmmmm
Menimbang :4.

b.

c.

Mengingat : 1.

3. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun
tentahg...
Tahun ,.... Nomor ...., Tambahan Lembaran Negara

lndonesia Nomor .., ....);

: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG

4. Peraturan Daerah Kabupaten Wakatobi Nomor .".. T

....tentang (Lembaran Daerah

Wakatobi Tahun ...,... Nomor ..... Seri ....").

MEMUTUSKAN:

MMMMMM MMMM MMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM

Menetapkan



1)

2\

BAB...

Pasal...

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :

a. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm;
b. Dst
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm :

Mmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm;
Mmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm:
1. Mmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm;
2. Mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmm;

BAB...
PENUTUP

Pasal..

teraturan inimulai berlaku pada tanggal diundangkan.

\gar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundang?l Peraturan Kepala

ni dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi'

Ditetapkan di : ......(lbu Kota Desa)
pada tanggal : 200..

KEPALA DESA..................

NAMA JELAS (Tanpa Gelar)

Dlundangkandi Wangi-Wangi
pada tanggal 200..

EEKRETARIS DAEMH KABUPATEN WAKATOBI,

NAMA JELAS (Tanpa Gelar dan NiP.)

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOB!TAHUN 200.. NOMOR: "". $ERI ..,.

CONTOH 3. BENTUK KEPUTUSAN KEPALA DESA DENGAN IAMBANG

NEGARA(GARUDA) WARNA HITAM

KEPUTUSAN KEPALA DESA......"..........
NOMOR: TAHUN 200"

TENTANG

MMMMMM MMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMM (HURUF KAPITAL)

KEPALA DESA rr.rr...r........r.r.r..,

Menimbang :4.
b.

c.

a.
b.

sebagaimana
menetapkan

Mmmmm

dimakgud
Keputumn
Mmmmmq

Mengingat : 1.

2.

3.

4.

5.

6.

40 4l



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

Ig$usan:1. Yth.Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
2. Yth. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
3. dst.
4. Arsip.

MEMUTUSKAN:

Mmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmm
mmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmm mmmmmmmm.

Mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmm
mmmmmmm mmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm.

Mmmmmmmmmm mmmmm mmmmmmm mmmmmmmm'

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat
kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan dan
perbaikan sebagimana mestinYa.

Ditetapkan di : ......(lbu Kota Desa)
oada tanooal : 200..

KEPALA DESA.........

NAMA JELAS (Pakai Gelar)

42


